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BAB II

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UUPA

1. Pengertian Anak 

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak–haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip–prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip–prinsip tersebut juga terdapat di dalam UUPA yang dibentuk oleh pemerintah agar hak–hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. 

Di bidang hukum perdata, banyak instrumen hukum yang mengatur masalah anak. Instrumen hukum tersebut mengatur usia anak yang berbeda satu sama lain misalnya, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I dalam Pasal 330 mengatur bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi telah menikah. Kemudian, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan : 

“ Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. ”


Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat usia enam belas tahun bagi perempuan yang akan menikah. Ketentuanini apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas sangat bertentangan dengan prinsip–prinsip hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Rekomendasi agar dilakukan keseragaman atas berbagai peraturan tentang perbedaan menetapkan usia anak di bidang hukum perdata sangat dibutuhkan karena berbagai perbedaan tersebut akan menyebabkan kebingungan pada masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya akan berpengaruh dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak. 

2. Hak – Hak Anak 

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan kegiatan integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip–prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak–hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur–unsur hak-hak sipil dan politik serta hak–hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Ketentuan hukum mengenai hak–hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Rights)

Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsunganhidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24). 

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula : 

· Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7), 

· Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (Pasal 8), 

· Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), 

· Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan (Pasal 19), 

· Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20), 

· Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21), 

· Hak – hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), 

· Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28). 

b. Hak terhadap Perlindungan ( Protection Right )

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. 

Perlindungan dari eksploitasi meliputi : 

· Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, 

· Perlindungan dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatanm, pendidikan dan perkembangan anak. 

· Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, 

· Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi dan pornografi, 

· Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, 

· Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.  

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (Develompmetn Right)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa : 

· Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma–cuma,

· Mendorong perkembangan macam–macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, 

· Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan 

· Mengambil langkah–langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. 

· Terkait dengan itu, juga meliputi : 

· Hak untuk memperoleh informasi, 

· Hak untuk bermain dan rekreasi, 

· Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, 

· Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, 

· Hak untuk mengembangkan kepribadian, 

· Hak untuk memperoleh identitas, 

· Hak untuk didengar pendapatnya, dan 

· Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik. 

d. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi : 

· Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, 

· Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, 

· Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan 

· Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. 

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan. 

3. Ruang Lingkup Perlindungan Anak 

Begitu luasnya bidang perlindungan anak, yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam semua aturan hukum mengatur kehidupan anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa : 

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 3 UUPA, maka seorang anak membutuhkan tempat bernaung yang aman dan nyaman, pendidikan yang layak, serta kesehatan yang terjamin, selain itu juga perlu adanya bimbingan dan kasih sayang dari orang tua, wali, masyarakat maupun pemerintah. 

Arif Gosita, mengatakan bahwa luas lingkup perlindungan anak, pertama : meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan, kedua : meliputi hal–hal yang jasmaniah dan rohaniah, dan ketiga : mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
 Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi. Hal ini diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. 

4. Pengertian Perlindungan Anak 

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Karenanya perlu adanya perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohani. Perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi penting. Oleh karena anak masih tergolong sangat rentan sehingga perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak–haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UUPA pun juga menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua lapisan, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Seperti halnya yang dalam pasal 2 UUPA, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas – asas : 

1. Asas non diskriminasi 

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengecilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak – hak anak. 

2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak 

Asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang terkait dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 

3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas  pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak–pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak 

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi : 

· Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya. 

· Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, 

· Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan 

· Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. 

5.     Latar Belakang Diterbitkannya UUPA

Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women atau CEDAW). Konvensi ini menyerukan persamaan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak–anak. Konvensi ini juga mewajibkan negara penanda tangan konvensi agar membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang–undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran ( Pasal 6 ). Indonesia sudah meratifikasi melalui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak atau KHA ( Convention on the Right of the Child ) disetujui oleh Majelis Umum PBB. Indonesia telah meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Maka konvensi PBB tersebut telah menjadi hokum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Sebagai wujud tindak lanjut atas ratifikasi ini, maka pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya tepatnya pada 22 Oktober 2002, pemerintah mengeluakan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( UUPA ). UUPA ini dimaksudkan sebagai undang – undang paying ( umbrella’s law ) yang secara sui generis mengatur hak – hak anak. 

Latar belakang dikeluarkannya UUPA karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraaan tiap–tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang–Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa tentang hak anak. Dalam penjelasan UUPA menyebutkan meski Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang–undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Sekarang hukum pidana di Indonesia dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi ( Kitab Undang–Undang Hukum Pidana ( KUHP ) ) yang merupakan hukum pidana umum dan tersebar dalam berbagai undang–undang tentang hal–hal tertentu, yang merupakan hukum pidana khusus. Dalam hal ini UUPA merupakan salah satu Kitab Undang–Undang Pidana Khusus yang mengatur tentang apa saja hak–hak dan kewajiban anak, siapa saja yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak, bahkan sampai sanksi–sanksi atas pelanggaran tentang hal–hal perlindungan anak. Namun UUPA inipun masih kurang sempurna, hingga masih dibutuhkan aturan baru yang lebih dapat menjerat para pelaku eksploitasi anak. Untuk itu di terbitkannya Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6.    Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Ekonomi/ Seksual Menurut UUPA

UUPA menjamin kesejahteraan tiap–tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa tentang Hak Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus–menerus demi terlindunginya hak–hak anak. Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang ini juga telah mengatur pembentukan komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independent. Komisi perlindungan anak ini terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota. Semua ini dilakukan pemerintah demi terpenuhinya hak–hak anak, sehingga menjadikan generasi penerus bangsa yang bebas dari bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan keterlantaran. 

Dalam Pasal 76 UUPA menjelaskan tentang tugas yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak sebagai berikut : 

· Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, 

· Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. 

Pada kenyataannya masalah–masalah sosial yang masih sering dihadapi oleh masyarakat mengakibatkan tidak lagi mengindahkan norma–norma yang berlaku. Sehingga banyaknya tindakan–tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, hal ini dikarenakan masih adanya sebagian orang tua yang menganggap bahwa anak adalah hak miliknya sehingga hak–hak anak cenderung diabaikan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, sebagai berikut : 

a. Kemiskinan 

Kemiskinan masih dianggap sebagai faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak, karena kemiskinan akan menempatkan orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi. Keinginan seseorang untuk meningkatkan kondisi ekonominya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik eksploitasi. 

b. Lemahnya pencatatan kelahiran 

Dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, oleh karenanya perlu adanya pencatatan atas kelahiran seorang anak yang biasa disebut akta kelahiran. Begitu pentingnya akta ini untuk mengetahui identitas anak. Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahirnya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2) UUPA. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. (Pasal 27 ayat (3) UUPA). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) UUPA). 

Melalui akta kelahiran maka usia anak dapat diketahui dengan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemalsuan umur yang sering terjadi pada kasus perdagangan orang, pelacuran, pernikahan anak–anak dan sebagainya. Penyelenggaraan akta kelahiran ini, menurut ketentuan Pasal 28 UUPA diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak dikenai biaya, dan harus diberikan paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. 

Akta kelahiran gratis sudah menjadi kebijakan pemerintah yang berjalan sejak 1 Januari 2007. Namun, yang terjadi di lapangan, banyak keluarga miskin yang diminta uang sebesar Rp. 100.000.00 sampai Rp. 800.000,00 untuk mengurusnya sehingga UNICEF (2007) mencatat bahwa kurang lebih 60% anak balita Indonesia tidak memiliki akta kelahiran.
 Ini memang salah satu bentuk kurangnya sosialisasi dan ketegasan pemerintah terhadap produk hukumnya sendiri, padahal akta kelahiran merupakan hak asasi bagi anak dan berpengaruh disetiap aspek kehidupannya, maka seyogianya pemerintah daerah turut menyukseskan akta kelahiran gratis ini agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud. 

c. Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Rendahnya pendidikan dan ketrampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Sedang kebutuhan akan hidup terus menerus meningkat tanpa mengenal kompromi. Ini yang akhirnya membuat banyak gadis muda mengambil jalan pintas untuk memperbaiki perekonomian keluarga. 

… usia termudah korban anak yang dilacurkan (Ayla) adalah usia 14 tahun, dan sebagian besar berusia 17 dan 18 tahun. Pendidikan korban trafficking lebih rendah dari Ayla korban trafficking tertinggi lulus SLTP korban Ayla pendidikan tertinggi adalah SLTA. Pendidikan ayah dan ibu pada korban trafficking sangat rendah yakni hanya lulus SD. Sedang pendidikan ayah dan ibu korban Ayla berpendidikan lebih tinggi dibanding korban trafficking …”

Dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah dan sulitnya mencari pekerjaan, merupakan dua hal yang saling terkait untuk memicu banyaknya terjadi eksploitasi seksual terhadap anak. Ini membuktikan bahwa masih rendahnya pendidikan di Indonesia meski telah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun, itu tidaklah cukup untuk membangun manusia Indonesia lebih berkembang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

d. Budaya

Di beberapa daerah masih menganut budaya atau kebiasaan yang seringkali membuat anak kurang terpenuhi haknya sebagai seorang anak. Misalnya masih adanya masyarakat yang berpikir bahwa anak perempuan tidak perlu mengecam pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya hanyalah menjadi ibu rumah tangga biasa yang hanya mengurus anak dan rumah. Namun pada akhirnya disaat perekonomian sulit, seorang anak perempuan juga tetap harus turut serta dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sehingga karena pendidikan yang diperoleh rendah maka anak perempuan yang menjadi korban pola pikir orang tua yang seperti itu tak mampu mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan pada akhirnya sangat rentan terjebak dalam dunia pelacuran yang merupakan bagian dari eksploitasi seksual terhadap anak. 

Selain itu masih banyak pula orang tua yang beranggapan bahwa anak haruslah mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua tanpa adanya kesempatan untuk anak bertanya maupun memberikan pendapat juga dapat menjadi faktor terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Karena dengan sikap orang tua yang demikian membuat anak hanya memendam segala apa yang menjadi keinginannya, sehingga cenderung anak frustasi dan lari dari rumah yang pada akhirnya dapat menjebak anak dalam dunia yang penuh dengan tipuan yang biasanya sering menjadi korban Ayla maupun trafficking. 

e. Perkawinan dini 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 tentang perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah enam belas tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur enam belas tahun dengan izin orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan yang tergolong masih muda seperti ini sangat rentan terhadap perceraian, karena usia yang masih muda mengakibatkan kurang mengertinya apa yang harus dilakukan dalam berumah tangga dan belum mampu untuk mengambil setiap keputusan dalam rumah tangga. Sehingga munculnya nominasi suami terhadap istri yang seringkali memicu kekerasan dalam rumah tangga. 

Kalau sudah demikian maka selalu jalan perceraianlah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak–anaknya) serta enggan keterbatasan pendidikan dan ketrampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk bekerja, terlebih lagi karena masih muda yang sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri. 

f. Kebijakan dan hukum yang bias gender 

Berdasarkan UUD 1945 perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki–laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, kenyataannya kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki–laki. Perempuan masih sering mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. 

Sering kali kemiskinan membuat orang tua membuat keputusan untuk menghentikan sekolah anak–anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih muda hanya karena alasan ekonomi. Bukan hanya dalam lingkup keluarga, dalam pemerintahanpun perempuan masih sangat dibatasi untuk mendapat kesempatan duduk dalam pemerintahan. Dalam anggota dewan perwakilan rakyat, perempuan dibatasi mendapat tempat hanya tiga puluh persen saja. 

g. Korupsi 

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang paling korup di dunia. Menurut masyarakat transparansi korupsi internasional, Indonesia berada di urutan ke-56 dari 102 negara di dunia (transparansi international 2002). Kemudian, pada tahun 2008, berdasarkan laporan potret korupsi global tahun 2008 yang dilakukan oleh transparansi internasional, posisi Indonesia membaik dalam penanganan korupsi.
 

Akibat korupsi sudah menjadi bagian hidup sehari–hari adalah banyaknya peraturan yang tidak bisa diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan publik yang tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pencegahan trafficking dan eksploitasi seksual terhadap anak. Biaya illegal dan pemalsuan dokumen merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anak–anak. 


Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan timbulnya eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dan dari sekian banyak faktor semuanya selalu memiliki keterkaitan dengan perekonomian masyarakat. Namun demikian dalam UUPA masalah pelacuran anak telah memiliki peraturan yang dapat menjerat para pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. 


Dalam pasal 88 UUPA, yaitu setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal ini berarti bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak baik itu orang tuanya sendiri, keluarga, maupun orang lain. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti bahwa tindakan eksploitasi ekonomi atau seksual yang dilakukan terhadap anak itu digunakan untuk mata pencaharian bagi si pelaku eksploitasi anak. Maka sudah selayaknya bila Pasal ini menjerat si pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahkan sanksi ini saya rasa masih belum cukup bila dilihat betapa besar kerugian anak yang tereksploitasi karena banyaknya hak yang seharusnya di dapatkan telah terabaikan. 


Namun dalam Pasal 88 UUPA ini jelas hanya dapat menjerat orang yang melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang sering biasa disebut mucikari, maupun orang yang terlibat dalam bisnis pelacuran anak. Sedangkan bagi pengguna jasa pelacuran anak, peraturan yang menjerat masih kurang jelas dan masih begitu banyak celah untuk berkelit. Karena untuk pengguna jasa pelacuran anak nampak terlihat hanya dapat dijerat dengan pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 ayat (2) KUHP. Itu pun penuntutan yang dilakukan harus berdasar atas pengaduan, lalu apa yang akan dapat membuat para pengguna jasa pelacuran anak itu mendapat sanksi atas perbuatannya tersebut. Karena pengguna jasa ini pun juga terlibat langsung dalam tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pelacuran tersebut. 


Oleh karena eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan, dan sangat bertentangan dengan UUPA dan konvensi hak anak, maka dalam UUPA menyatakan bahwa perlindungan atas eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, seperti halnya yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) UUPA. Sedang hal–hal yang dapat dilakukan dalam perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi terdapat dalam Pasal 66 ayat (2) yaitu sebagai berikut : 

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan 

c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
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�	 � HYPERLINK "http://www.gugustugastrafficking.org/index.hph?option=comcontent&view=article&id= 653:situasi_eksplo"��http://www.gugustugastrafficking.org/index.hph?option=comcontent&view=article&id= 653:situasi_eksplo�, Minggu 11 April 2010. 


�	 Kompas, “Korupsi Tetap Mewabah”, Rabu, 17 Desember 2008
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